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Menimbang

NOMOR 123/M-DAG/PER/12/2015
TENTANG

KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG
EKSPOR DAN IMPOR MELALUI IN A TRADE DALAM KERANGKA

INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa ketentuan pelayanan perizinan di bidang ekspor
dan impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia
National Single Window sebagaimana diatur dalam
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  28/M-
DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan
Perizinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik
melalui INATRADE dalam Kerangka Indonesia National
Single Window, perlu disesuaikan dengan perkembangan
hukum dan teknologi;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk lebih meningkatkan
pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan transparan
kepada pelaku usaha guna mendukung kelancaran dan
kecepatan arus barang ekspor dan impor, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan
Impor Melalui INATRADE dalam Kerangka Indonesia
National Single Window
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 tentang.Perubahan atas Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia
National Single Window;

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;



Menetapkan
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9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

11. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang
Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja
Periode 2014-2019;

12. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-
DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-
DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1276);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG EKSPOR
DAN IMPOR MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA
INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan adalah pemberian legalitas usaha di sektor
perdagangan berupa izin, pengakuan, penunjukan,
penetapan, persetujuan, atau pendaftaran.

2. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan yang selanjutnya
disingkat UPTP adalah wunit yang menyelenggarakan

pelayanan terpadu perdagangan.
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UPTP [ adalah UPTP yang berkedudukan di Gedung
Kementerian Perdagangan, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor
5, Jakarta Pusat 10110.

Indonesia National Single Window yang selanjutnya
disingkat dengan INSW adalah sistem nasional Indonesia
yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian
data dan informasi secara tunggal (single submission of
data and information), pemrosesan data dan informasi
secara tunggal dan sinkron (single and synchronous
processing of data and information), dan pembuatan
keputusan secara tunggal untuk pemberian izin
kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision-
making for customs release and clearance of cargoes).
INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu
perdagangan pada Kementerian Perdagangan secara
elektronik yang dilakukan secara online melalui internet.
Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga
negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan
usaha di bidang Perdagangan.

Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan
interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri
atau dengan jaringan.

Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure)
yang selanjutnya disebut dengan SOP adalah suatu
standar/pedoman tertulis yang memuat tata cara atau
tahapan yang wajib dilalui untuk menyelesaikan suatu
proses kegiatan layanan Perizinan ekspor dan/atau
impor dalam rangka penerapan sistem INSW.

Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) yang
selanjutnya disebut dengan SLA adalah tingkat layanan
yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Tim Pengelola
INATRADE untuk melakukan kegiatan layanan Perizinan
ekspor dan/atau impor dalam rangka penerapan sistem

INSW.
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Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

Sekretaris Jenderal adalah  Sekretaris Jenderal
Kementerian Perdagangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor adalah Direktur
Fasilitasi Ekspor dan Impor Direktorat Jenderal

Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Perizinan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini hanya

Perizinan di bidang ekspor dan impor.

(1)

(2)

(3)

Pasal 3
Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a. Perizinan di bidang ekspor dan impor yang
permohonan penerbitannya hanya dapat diajukan
secara online; dan
b. Perizinan di bidang ekspor dan impor yang
permohonan penerbitannya dapat diajukan secara
online dan/atau manual.
Permohonan penerbitan Perizinan yang diajukan secara
online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pelaku Usaha melalui website
http://inatrade.kemendag.go.id.
Daftar perizinan di bidang ekspor dan impor yang
permohonan penerbitannya hanya dapat diajukan secara
online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Permohonan penerbitan Perizinan yang diajukan secara online

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan

oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Hak Akses.


http://inatrade.kemendag.go.id/

